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ABSTRACT INFO ARTIKEL 
This study aims to determine the effect of the role of internal audit, 
understanding of accounting regulations, utilization of information 
technology, and supervision of regional finance on the quality of 
the Yogyakarta City Government's financial reports. 
The research is causal research. The data sources used are primary 
data obtained from questionnaires with a 5-point Likert scale. The 
questionnaire was 50 respondents and used a purposive sampling 
method. The data used is in the form of primary data using a 
questionnaire from a modified previous study. Validity and 
reliability analysis is used to analyze data. 
The results of this study indicate that the role of internal audit does 
not affect the quality of financial statements, understanding of 
accounting does not affect the quality of financial statements, the 
use of information technology has a positive effect on the quality of 
financial statements, and supervision of regional finance has a 
positive effect on the quality of financial statements. 
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PENDAHULUAN 
 Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan 
laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi sektor publik saat ini adalah menguatnya 
tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan manajemen 
pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY Tahun Anggaran (TA) 2015 
diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, 
pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY, Selasa (31/5/2016). Meskipun sudah kali keenam 
mengantongi opini WTP, namun Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan 
bahwa ada dua catatan untuk meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.  
(http://jogja.tribunnews.com/2016/05/31, diakses 06 April 218) 
 Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Wati et al 
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(2014) menyatakan laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu 
kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dari publikasi laporan keuangan 
tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. 
 Kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberap faktor diantaranya adalah peran 
audit internal. Peran internal audit/inspektorat sebagai aparat pengawas internal pada pemerintah 
daerah melaksanakan fungsi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap 
penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan serta 
memberikan saran-saran perbaikannya (AAIPI, 2013).  
 Pemahaman tentang peraturan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. seseorang di 
katakan paham terhadap peraturan(peraturan terkait standar akuntansi pemerintah), Menurut Kamus 
Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006 dalam  Riski dkk: 2017) ‘paham’ mempunyai 
pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan 
memahami atau memahamkan.  
 Teknologi informasi menurut Martin dkk (2002:1) adalah teknologi komputer yang 
digunakan untuk mengirimkan informasi. Definisi teknologi informasi sangat luas dan mencakup 
semua bentuk teknologi yang digunakan dalam menangkap, manipulasi, mengkomunikasikan, 
menyajikan dan menggunakan data yang akan diubah menjadi informasi. Wilkinson et al.(2000:34) 
dalam  Riandani (2017) menyatakan bahwa “information technology includes computers 
(mainframes, mini, micro), software, databases, networks (internet, intranet), electric commerce, 
and other types of related technologies”. 
 Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang teah 
disusun dapat berjaan secara efisien, efektif, dan ekonois. Untuk menyajikan informasi keuangan 
yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media 
tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan 
pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 Rumusan masalah :  
1) Apakah peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?  
2) Apakah pemahaman tentang peraturan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan?  
3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif  terhadap kualitas laporan 
keuangan?  
4) Apakah pengawasan keuangn daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan? 
 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
 Menurut Tugiman (2006:99) dalam Rachamat (2017) audit internal adalah sebagai berikut : 
“Internal Auditing atau Audit Internal adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat yang 
dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan organisasi”. 
 Menurut Sukrisno (2004:222) dalam Yoki dkk (2017) tujuan pemeriksaan yang dilakukan 
oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam 
melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar 
mengenai kegiatan yang diperiksanya. Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas LKPD ditolak (Akhmad Syarifudin, 2014). Hal ini dapat dijelaskan karena Audit Intern 
tidak mengerjakan secara langsung dalam proses penyusunan dan penyajian LKPD. 
H1 : Peran Internal Audit Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
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Pemahaman Tentang Peraturan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
 Menurut Bastian (2006) dalam Hasdinar (2015), Standar Akuntansi Pemerintahan, 
selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalamupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 
Indonesia. 
 Hasil penelitian Modo dkk; dalam Susanti (2018) menyatakan bahwa pemahaman tentang 
peraturan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori di atas dengan 
demikian, diduga ada hubungan positif antara pemahaman tentang peraturan dengan kualitas 
laporan keuangan, sehingga penulis menduga hipotesis dalam penelitian ini adalah 
H2: Pemahaman Tentang Peraturan Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
 
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
 Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan 
yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah, 
dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan 
menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. 
 Kurniawan (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 
terhadap kuaslitas laporan keuangan. Susanti (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. 
H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif  Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
 
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan 
 Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 
tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) 
menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. 
 Arfianti (2011) dalam Hasdinar (2015) menyatakan bahwa pengawasan keuangan  
berpengaruh positif terhadap kualitas penerapan SISKEUDES. Sejalan dengan penelitian Armando 
(2013) bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan 
keuangan pemerintah. 
H4 : Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif  Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta. 
Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive sampling. Kriteria sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Asisten Perekonomian (Sub bagian aplikasi teknologi 
informasi dan telematika),Asisten Pemerintahan (Sub bagian undang-undang), Bagian Standarisasi, 
dan Asisten Administrasi umum (Sub Bagian Keuangan). Sampel penelitian ini diambil berjumlah 
50 responden. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner yang 
diantar dan diabil sendiri oleh peneliti. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat 
responden yaitu skala likert 5 poin. 
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Pengembangan Instrumen Penelitian 
Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasional variabel dan 
menurunkan pernyataan dari indikator. Pilotes dilakukan dengan menguji validitas dan reabilitas. 
Berikut instrumen penenlitian ini : 
a. Kualitas Laporan Keuangan 
Kualitas laporan keuanga adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam 
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan.. (Defitri, 2017) 
Indikator: 
1. Relevan. 
2. Andal. 
3. Dapat dibandingkan . 
4. Dapat dipahami. 
 
b. Peran Internal Audit 
Peran audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang ada dalam suatu organisasi dengan 
tujuan menguji dan mengevauasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. (Natalia 
dkk, 2013). 
  Indikator : 
1. komponen pengetahuan dan kecakapan. 
2. Keandalan inforasi 
3. Pengambilan keputusan. 
4. Pendidikan   
 
c. Pemahaman tentang peraturan akuntansi 
Pemahaman peraturan adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan 
(Yuliani dkk, 2010:7, dalam susanti, 2018) 
Indikator : 
1. Tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dan prinsip akuntansi  
2. Tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan. 
 
d. Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada 
pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Zuliarti,2012, dalam Andriyani, 2017) 
Indikator  
1. Proses kerja secara elektronik 
2. Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan  
3. Pengelolaan informasi dengan jaringan internet 
4. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer   
e. Pengawasan Keuangan Daerah 
Berdasarkan peraturan  menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Pengawasan keuangan 
daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah 
berjalan secara efektif dan efisien. (Syarif Syahrir Malle,2013) 
  Indikator 
1. Pelaksanaan realisasi  
2. Struktur APBD 
3. Pengguna anggaran  
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Metode Analisis Data 
 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan analisis regresi linear berganda. 
Analisis model linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel terkait dan 
variabel bebas dengan bantuan Software Statistical Package of Social Science (SPSS) for windows. 
Model regresi linear berganda ditunjukan sebagai berikut: 
Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
 
Keterangan : 
Y   = Kulitas Laporan Keuangan Pemerintahan 
A  = Konstanta 
X1  = Peran Audit Internal 
X2   = Pemahaman Tentang Peraturan 
X3   = Pemenfaatan Teknologi Informasi 
X4   =  Pengawasan Keuangan Daerah 
b1 sampai b4  = slope regresi atau koefisien dari X1 sampai X4 
e   = error,  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Kualitas Data 
 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS versi 15.0 dapat disimpulkan 
bahwa semua butiran pernyataan dinyatakan valid. Butir pernyataan yang dinyatakan valid jika nilai 
pearson correlation lebih besar dari nilai r-tabel (0,566-0,685>0,2787) dan nilai signifikansinya 
dibawah nilai alpha, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunkan bantuan SPSS 
versi 15.0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai Cronbach’ Alpha lebih tinggi dari 0,600 (antara 0,731-0,764). 
 
Uji Asumsi Klasik 
 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini 
sudah lolos dalam pegujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas,uji 
multikolineritas,dan uji heterokeadstisitas. 
 
Uji Simultan ( Uji Statistik F) 
 
Tabel 1 
Hasil Uji Simultan ( Uji F) 
Model   
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regressio
n 
331,556 4 82,889 29,040 ,000(a) 
  Residual 128,444 45 2,854     
  Total 460,000 49       
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang Peraturan Akuntansi 
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
Sumber: Data primer diolah 2017 
 
 Tabel 1 uji simultan ( uji F) diatas menyatakan bahwa keempat variabel independen 
berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 29,040 yang 
berada diatas nilai F tabel, yaitu 2,57. Dengan demikian maka keempat variabel independen, yaitu 
peran internal audit, pemahaman tentang peraturan akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan 
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pengawasan keuangan daerah dapat berpengaruh simultan terhadap variabel dependent kualitas 
laporan keuangan. 
 
 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 2 
Hasil Uji Determinasi (R2) 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0,849(a) 0,721 0,696 1,68947 
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang Peraturan Akuntansi 
Sumber: Data primer diolah 2018 
 
  Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,696 
atau 69,9%. Hal ini menunjukkan bahwa peran internal audit, pemahaman tentang peraturan 
akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dapat mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan sebesar 69,9% sedangkan sisanya 30,1% dipengaruhi oleh faktor lain 
diluar variabel penelitian. 
 
Hasil Uji Parsial ( Uji t) 
Tabel 3 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Model 
  
  
  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) -4,469 3,597   -1,243 0,220 
  Peran Internal 
Audit 0,136 0,098 0,130 1,385 0,173 
  Pemahaman 
Tentang Peraturan 
Akuntansi 
0,131 0,119 0,139 1,102 0,276 
  Pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 
0,276 0,121 0,266 2,284 0,027 
  Pengawasan 
Keuangan Daerah 0,426 0,118 0,477 3,597 0,001 
   a  Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
   Sumber: Data primer diolah 2018 
 
a. Hipotesis 1 : Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Variabel peran internal audit memiliki nilai signifikansinya 0,173 dan t hitung 1,385. Berarti 
tingkat singnifikan lebih kecil dari 0,05 (0,175>0,05) dan t hitung  lebih kecil dari t tabel 
(1,385<2,014). 
b. Hipotesis 2 : Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Akuntansi Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
Variabel pemahaman tentang peraturan akuntansi memiliki nilai t hitung 1,102 lebih kecil 
dari t tabel 2,014 dan nilai signifikansinya 0,276. 
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c. Hipotesis 3 : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
Variabel pemahaman tentang peraturan akuntansi memiliki nilai t hitung 1,102 lebih kecil 
dari t tabel 2,014 dan nilai signifikansinya 0,276. 
d. Hipotesis 4 : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 
Variabel pengawan keuangan daerah memiliki nilai t hitung 3,597 lebih besar dari t tabel 
2,014 dan nilai signifikansinya 0,001. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa:  
a. Peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota 
Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh kurang ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam 
mengungkapkan semua temuannya mulai dari korupsi, perbuatan melanggar perundang-
undangan atau perpajakan dan lain-lain. 
b. Pemahaman tentang peraturan akuntansi  tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh kurang pemahaman tentang peraturan 
akuntansi secara optimal dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. 
c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah kota Yogyakarta. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan sudah 
memiliki komputer yang cukup memadai dan karyawan yang bisa dalam menggunakan 
teknologi seperti, excel, microsoft word, SPSS dan lain-lain. 
d. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan  
pemerintah kota Yogyakarta. Pengawasan yang  dilakukan dengan baik, dalam pengelolaan 
keuangan daerah yang akan berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi adanya penyimpangan dan  
kebocoran sehingga laporan keuangan yang disajikan benar-benar andal. 
e. Peran audit internal, pemahaman tentang peraturan akuntansi, pemanfaatan teknologi 
informasi, dan pengawasan keuangan daerah dapat berpengaruh secara simultan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah kota Yogyakarta. 
 
Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah : 
a. Saran untuk Instansi hendaknya lebih memperhatikan peran audit internal dan pemahaman 
tentang peraturan akuntansi agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah 
kota Yogyakarta. Penelitian ini peran audit internal dan pemahaman tentang peraturan 
akuntansi masih perlu adanya perbaikan untuk kedepannya agar dapat melaporkan keuangan 
pemerintah kota Yogyakarta yang handa dan berkualitas. 
b. Saran untuk peneliti selanjutnya: Pada penelitian ini masih dibutuhkan beberapa perbaikan 
untuk penelitian–penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah sampel, 
penambahan variabel, dan memakai model intervening atau moderating. 
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